SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMor 44 TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang
tertib dan berkeadilan, diperlukan prinsip-prinsip dan
aturan-aturan pengelolaan keuangan yang baik berasaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa agar pelaksanaan perumusan kebijakan penerapan
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten
Sukoharjo yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu
menyusun kebijakan akuntansi di Daerah;

c. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo, tetapi karena sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan
Bupati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penyajian laporan, serta

penginterpretasian atas hasilnya.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep
dasar penyusunan dan pengembangan standar Akuntansi
pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite standar
Akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan,
pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
pernyataan standar Akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan,
dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
BUD.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(2)

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca,
LO, LAK dan LPE.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP
berbasis akrual.

Komponen utama Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
terdiri atas:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;

b. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan

c. Kebijakan Akuntansi akun,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 3

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Entitas Pelaporan menyusun dan menyajikan laporan
keuangan tahunan minimal terdiri atas:

LRA;

LPSAL;

Neraca;

LO;

LAK;

LPE; dan
g. CalK.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan menyusun
laporan keuangan tahunan, minimal terdiri atas:

o po T

a. LRA;
b. Neraca;
c. LO;
d. LPE; dan
e. CalK.
(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan

perbendaharaan Daerah BUD menyusun Laporan Keuangan
minimal terdiri atas:

LRA;

LPSAL

Neraca;

LO;

LAK;

LPE; dan

CaLK.

RSO Q0T

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun
2022 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 25 November 2025
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.
ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Komponen utama Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
[. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Memuat prinsip Akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah Akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam SAP maupun
dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi
sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi
atau peristiwa setiap akun sesuai dengan pernyataan SAP atas:

1. pemilihan metode Akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;

2. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran yang ada di SAP; dan

3. pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.
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